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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul "Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini
disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif
mengenai seluk-beluk proses beracara di Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan penting dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of
the constitution) dan penafsir konstitusi (the final interpreter of the
constitution) memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan
keadilan konstitusional. Hukum acara yang berlaku di Mahkamah
Konstitusi memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan
hukum acara di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun
peradilan agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam
mengenai hukum acara ini menjadi sangat penting bagi para praktisi
hukum, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin
memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Buku ini membahas secara sistematis tentang kedudukan dan
kewenangan Mahkamah Konstitusi, jenis-jenis perkara yang menjadi
kewenangannya (pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,
sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik,
perselisihan hasil pemilihan umum, serta pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden), serta
tahapan-tahapan beracara mulai dari permohonan, pemeriksaan
pendahuluan, persidangan, hingga pengucapan putusan. Selain itu,
diuraikan pula mengenai prinsip-prinsip dasar seperti kepastian
hukum, persidangan yang terbuka untuk umum, dan keadilan
prosedural.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang
telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam
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penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat
dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum acara di
Indonesia, serta menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak
yang berkepentingan dengan proses peradilan konstitusi.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi amal jariyah dan ilmu
yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Penulis
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BAB 1
LATAR BELAKANG
PEMBENTUKAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM SISTEM

KETATANEGARAAN
INDONESIA

Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.
Universitas Muslim Indonesia




Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pendahuluan

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara
hukum modern, karena di dalamnya termuat prinsip-prinsip dasar
yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, sekaligus
membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks ini,
Indonesia secara tegas menegaskan dirinya sebagai negara hukum
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah adanya supremasi
konstitusi (constitutional supremacy), yang menempatkan konstitusi
sebagai norma hukum tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh organ
negara dan produk hukum di bawahnya (Asshiddiqie, 2005). Namun,
supremasi konstitusi tidak akan bermakna tanpa adanya mekanisme
yang efektif untuk menjamin pelaksanaannya.

Sebelum era reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia
menunjukkan kecenderungan kuat pada dominasi kekuasaan
eksekutif, yang berdampak pada lemahnya mekanisme kontrol
terhadap pembentukan undang-undang. Pada masa itu, tidak tersedia
instrumen pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, sehingga membuka ruang bagi lahirnya produk legislasi yang
berpotensi bertentangan dengan konstitusi (Budiardjo, 2008).
Kondisi ini mencerminkan absennya mekanisme judicial review yang
seharusnya menjadi pilar penting dalam negara hukum demokratis.
Tanpa lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-
undang, konstitusi berisiko menjadi sekadar dokumen normatif yang
tidak memiliki daya ikat secara efektif.

Pengujian UU sendiri sebelumnya oleh sebagian ahli hukum tata
negara masih ditentang, karena UU merupakan produk badan
legislatif tertinggi, setidaknya produk 2 (dua) lembaga tinggi negara.
Kalaupun bisa diuji, yang berhak satu-satunya adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Di
samping itu, penolakan mereka selalu dikaitkan dengan ajaran trias
politika dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang
tidak dianut, bentuk negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk
DPR dan Presiden sangat mustahil inkonstitusional (Huda, 2007).

Perubahan fundamental terjadi pasca-Reformasi 1998, yang
mendorong dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 secara

Askari Razak




Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

bertahap. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah
lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki
kewenangan utama untuk mengawal dan menegakkan Kkonstitusi.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaksudkan
sebagai pelengkap struktur ketatanegaraan, tetapi juga sebagai
jawaban atas kebutuhan akan sistem checks and balances yang lebih
seimbang serta perlindungan yang lebih kuat terhadap hak
konstitusional warga negara (Mahfud, 2010). Pada posisi ini,
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai the guardian of the
constitution sekaligus the interpreter of the constitution.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya
memperkuat prinsip checks and balances guna mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar berada dalam
pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara. Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga sekaligus penafsir Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945) adalah lembaga negara yang relatif baru bagi sebagian
kalangan. Meskipun demikian, pada dasarnya telah banyak pihak yang
memahami fungsi, tugas, serta tanggung jawab yang melekat pada
lembaga tersebut (Siallagan, 2010).

Oleh karena itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi
manifestasi dari pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia
menuju demokrasi konstitusional yang lebih matang. Lembaga ini
tidak hanya berfungsi sebagai pengawal norma dasar negara, tetapi
juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.
Atas dasar hal tersebut, memahami latar belakang pembentukan
Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk melihat bagaimana
dinamika politik, hukum, dan sosial telah membentuk institusi ini
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern.

Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Sebelum
Reformasi

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia sebelum era reformasi
memperlihatkan dinamika yang kompleks antara desain normatif
konstitusi dan praktik politik yang berlangsung. Secara tekstual, UUD
1945 mengandung prinsip-prinsip dasar negara hukum yang
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Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pada periode 1999-2002 menjadi titik penting dalam
transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam
memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Salah satu hasil utama dari perubahan tersebut adalah pembentukan
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang menjalankan
kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Kehadiran MK
tidak terlepas dari kebutuhan untuk menempatkan konstitusi sebagai
hukum tertinggi (the supreme law of the land), sekaligus sebagai upaya
memperbaiki praktik ketatanegaraan sebelumnya yang cenderung
menempatkan kekuasaan politik di atas konstitusi (Asshiddiqie,
2005).

Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi resmi dibentuk sebagai
lembaga peradilan yang memiliki tugas menyelesaikan berbagai
persoalan ketatanegaraan yang berkaitan dengan konstitusi dan
peraturan perundang-undangan di Indonesia (Amin, 2023). Dalam
kerangka negara hukum modern, keberadaan lembaga yang berfungsi
mengawal konstitusi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat
dihindari. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjalankan peran
utama sebagai penjaga sekaligus penafsir konstitusi (guardian and
interpreter of the constitution) serta sebagai pelindung hak-hak
konstitusional warga negara. Peran ini menjadi semakin penting
seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang menuntut
adanya mekanisme checks and balances yang efektif antar lembaga
negara (Isra, 2010). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak
hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai aktor
strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan
seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam kerangka
konstitusi.

Sistem checks and balances merupakan unsur penting dalam
konsep pemisahan kekuasaan negara modern yang bertujuan
mencegah terjadinya dominasi oleh salah satu cabang kekuasaan.
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK)
memegang peran utama sebagai lembaga yudisial yang menjalankan
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fungsi pengawasan konstitusional terhadap kekuasaan legislatif dan
eksekutif. Kehadiran MK menunjukkan bahwa prinsip checks and
balances tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dilembagakan melalui
mekanisme hukum yang memiliki kekuatan mengikat (Amin, 2026).

Secara normatif, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam
Pasal 24C UUD NRI 1945, yang memberikan mandat untuk menguji
undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan
antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta
menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah
Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemakzulan
(impeachment) (Mochtar, 2016). Rangkaian kewenangan tersebut
menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang
strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dari sisi hukum
maupun politik konstitusional. Secara implisit, keberadaannya
berperan sebagai pengawal dalam menjaga kualitas demokrasi
ketatanegaraan yang sehat.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya
menjalankan kewenangan yang bersifat tekstual sebagaimana
tercantum dalam konstitusi, tetapi juga mengembangkan berbagai
doktrin melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Sebagian di
antaranya menunjukkan kecenderungan judicial activism, seperti
penggunaan penafsiran progresif terhadap norma konstitusi serta
pengenalan konsep putusan bersyarat (conditionally
constitutional/unconstitutional)  (Arsil, 2018). Dinamika ini
menegaskan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam membentuk
dan mengembangkan hukum konstitusi di Indonesia, sekaligus
memunculkan perdebatan akademik terkait batas kewenangan
lembaga peradilan dalam kerangka sistem demokrasi.

Di sisi lain, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dihadapkan
pada berbagai tantangan, baik terkait dengan integritas kelembagaan,
konsistensi dalam putusan, maupun kecenderungan perluasan
kewenangan melalui praktik peradilan. Sejumlah kajian terbaru
menekankan pentingnya penguatan desain kelembagaan MK agar
tetap mampu menjaga independensi sekaligus akuntabilitas di tengah
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Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting
dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Salah satu
fungsi utama MK adalah melakukan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUD NRI 1945). Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD
NRI 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu
undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak.
Pengujian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa segala norma
hukum yang berlaku di Indonesia tidak melanggar konstitusi negara.
Dalam hal ini, MK berperan sebagai pengawal supremasi hukum yang
menjaga agar setiap undang-undang dan peraturan perundang-
undangan yang diterbitkan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam UUD NRI 1945 (Zoelva, 2012).

Selain itu, MK berfungsi sebagai kontrol konstitusional yang
memeriksa dan menguji setiap norma hukum yang dibuat oleh
lembaga legislatif. Fungsi kontrol ini mengedepankan prinsip
supremasi hukum, yang mengutamakan konstitusi sebagai hukum
tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, apabila ada undang-undang
yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, MK berhak untuk
membatalkannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa segala kebijakan
dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan pada
UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tidak bisa dilanggar. MK
memastikan agar negara tidak membuat kebijakan yang tidak sesuai
dengan kerangka konstitusional yang telah disepakati oleh para
pendiri bangsa.

Peran MK juga sangat penting dalam memastikan kesesuaian
norma hukum dengan konstitusi. Dalam hal ini, MK bertugas menguji
apakah setiap undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD NRI
1945. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan hak asasi
manusia atau prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, MK
memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut
tidak sah. Fungsi ini sangat vital dalam menjaga agar sistem hukum
Indonesia tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung
dalam UUD NRI 1945, yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan
bernegara (Adhani, 2021).
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Keputusan-keputusan yang diambil oleh MK dalam proses
pengujian undang-undang sangat penting, karena keputusan tersebut
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI
1945 juga menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan tidak
dapat diganggu gugat. Artinya, semua pihak, termasuk lembaga negara
dan pemerintah, harus patuh dan melaksanakan putusan MK tanpa
pengecualian. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai
penguji konstitusionalitas hukum, tetapi juga sebagai pengendali agar
seluruh sistem hukum di Indonesia selalu berpijak pada prinsip-
prinsip yang diatur dalam konstitusi.

Lebih lanjut, kewajiban negara untuk patuh terhadap keputusan
MK menjadi bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung
tinggi. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa semua
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan. Ini berarti bahwa pemerintah, sebagai bagian dari
negara, juga wajib menghormati dan melaksanakan keputusan-
keputusan MK. Jika pemerintah atau lembaga negara lainnya tidak
mematuhi keputusan MK, maka akan terjadi pelanggaran terhadap
prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia, yang dapat merusak
legitimasi hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi
masyarakat.

Dengan demikian, peran MK dalam menjaga konstitusionalitas
hukum tidak hanya terbatas pada pengujian undang-undang, tetapi
juga dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan hukum negara. MK
memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara
lainnya selalu berada dalam kerangka yang sah dan tidak melanggar
hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Oleh
karena itu, MK bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pengadilan
yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai lembaga yang
mengawal keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga menjadi
alat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh
lembaga negara. Misalnya, jika suatu undang-undang dianggap
berpotensi merugikan rakyat atau bertentangan dengan hak-hak
konstitusional, MK dapat membatalkannya. Hal ini membuktikan
bahwa MK memainkan peran penting dalam menyeimbangkan
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Pengantar

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi kunci dalam arsitektur
ketatanegaraan modern yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi
sekaligus pengawal prinsip negara hukum. Kehadiran lembaga ini
merupakan refleksi dari kebutuhan akan mekanisme kontrol terhadap
kekuasaan negara agar tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Dalam
konteks Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan
bagian dari reformasi konstitusional pasca perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kumalasari M,
2025).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Secara teoritik merupakan
konsekuensi dari perkembangan gagasan constitutionalism
(Asshidiqqie, 2021) yang menempatkan konstitusi sebagai norma
hukum tertinggi pada suatu negara (Asshidiqqie, 2021). Dalam
paradigma ini, diperlukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan
untuk menguji dan menafsirkan konstitusi secara independen. Oleh
karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga yudisial biasa, melainkan sebagai institusi yang memiliki
legitimasi konstitusional yang kuat (Damayanti, Sheptia, 2025)
(Chayani, 2023).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari
keberadaan sistem hukum. Dalam kerangka negara hukum, kepastian
hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan
secara konsisten dan tidak diskriminatif. Tanpa kepastian hukum,
hukum akan kehilangan daya mengikatnya dan berpotensi
menimbulkan ketidakadilan. Dalam praktiknya, kepastian hukum
sering kali dihadapkan pada tantangan berupa konflik norma,
inkonsistensi regulasi, serta perbedaan interpretasi hukum. Dalam
kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis
untuk memberikan kepastian melalui putusan-putusan yang bersifat
final dan mengikat (Heriyanto, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan
sengketa konstitusional, tetapi juga membentuk norma hukum baru
melalui penafsiran konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah
Konstitusi memiliki fungsi normatif yang signifikan dalam sistem
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hukum nasional (Umar, 2023). Namun demikian, dalam beberapa
kasus, putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan perdebatan
karena dianggap inkonsisten atau melampaui kewenangannya
(Kumalasari M, 2025). Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam
praktik peradilan konstitusi yang perlu dikaji secara kritis.

Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahwa efektivitas
Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan kepastian hukum juga
bergantung pada implementasi putusannya oleh lembaga negara
lainnya. Tanpa implementasi yang efektif, putusan Mahkamah
Konstitusi hanya akan menjadi norma yang bersifat simbolik
(Iskandar, Ivan, 2025). Prinsip kepastian hukum dalam konteks
negara hukum tidak dapat dipisahkan secara dikotomis dari keadilan
dan kemanfaatan, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan
nilai yang bersifat integral dan saling melengkapi dalam mewujudkan
tujuan hukum yang ideal. Secara filosofis, gagasan ini berakar pada
pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan tiga nilai dasar
hukum yaotu keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum
(rechtszekerheid), dan kemanfaatan (zweckmdfSigkeit) sebagai tujuan
utama yang harus diwujudkan secara simultan dalam praktik hukum
(Haerunisa, 2025).

Kepastian hukum memberikan jaminan terhadap keteraturan,
konsistensi, dan prediktabilitas norma, sehingga individu dapat
mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya; namun kepastian
hukum yang berdiri sendiri tanpa keadilan berpotensi melahirkan
formalitas hukum yang kaku dan bahkan tidak manusiawi. Sebaliknya,
keadilan tanpa kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian
dan subjektivitas dalam penegakan hukum, sedangkan kemanfaatan
tanpa keduanya berisiko menjadikan hukum sekadar alat pragmatis
yang mengabaikan nilai moral dan kepastian normatif. Oleh karena
itu, ketiga nilai tersebut harus ditempatkan dalam hubungan yang
seimbang dan proporsional (Afriyanto, 2024), di mana masing-masing
nilai berfungsi sebagai koreksi terhadap nilai lainnya.

Praktik peradilan secara tegas menuntut hakim untuk tidak
hanya menerapkan hukum secara tekstual untuk menjamin kepastian,
tetapi juga melakukan penafsiran progresif guna mencapai keadilan
substantif serta mempertimbangkan dampak sosial sebagai wujud
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Constitutional Adjudication Dan Electoral Governance

Landasan Konseptual Asas Hukum Acara Mahkamah dalam
Constitutional Adjudication

Hukum acara mahkamah adalah seperangkat aturan yang mengatur
bagaimana suatu perkara konstitusi diproses dalam pengadilan
konstitusi. Di Indonesia, hukum acara ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Hidayah, Habiba, Ulfiyati, & Putri, 2025). Hukum acara ini mencakup
langkah-langkah formal yang harus diikuti mulai dari pengajuan
perkara, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan
oleh Mahkamah Konstitusi. Proses hukum acara ini penting untuk
menjamin bahwa setiap perkara konstitusi diputuskan dengan
prosedur yang adil, efisien, dan transparan, sesuai dengan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Hal ini juga sesuai dengan
Pasal 24C UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara terkait dengan
undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Ruang lingkup hukum acara mahkamah mencakup berbagai
tahapan yang harus dilalui dalam proses pengajuan dan pemeriksaan
perkara konstitusional. Proses ini dimulai dengan pendaftaran
perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yang harus
memenuhi syarat administratif tertentu. Setelah itu, perkara akan
diperiksa secara substansi oleh Mahkamah Konstitusi, dengan
memperhatikan bukti-bukti yang ada dan argumen yang diajukan oleh
pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini harus dilakukan secara
terbuka, dengan memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk
menyampaikan pendapatnya, sesuai dengan asas audi et alteram
partem yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk didengar pendapatnya
di hadapan pengadilan.

Hukum acara mahkamah juga mengatur bagaimana pembuktian
dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara. Pembuktian dalam
perkara konstitusional sangat penting, karena dapat mempengaruhi
keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini,
Mahkamah Konstitusi harus menguji bukti-bukti yang ada secara
objektif dan tidak memihak, untuk memastikan bahwa keputusan
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yang diambil didasarkan pada fakta yang jelas dan relevan. Selain itu,
hukum acara mahkamah juga mengatur tata cara pengambilan
putusan, yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan
mempertimbangkan semua aspek hukum yang berlaku, termasuk
ketentuan yang ada dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, hukum acara
mahkamah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan
bahwa setiap perkara konstitusional diputuskan secara adil dan
sesuai dengan konstitusi (Zoelva, 2012).

Constitutional adjudication atau peradilan konstitusi memiliki
peran yang sangat penting dalam negara hukum demokratis.
Peradilan ini berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi dengan
memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan negara tidak
bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks Indonesia,
Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan untuk menguji
undang-undang dan peraturan lainnya terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
(Darmajaya, Akbar, & Munandar, 2025). Hal ini sesuai dengan Pasal
24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan wewenang kepada MK
untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Dengan
demikian, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, yang bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan negara tidak
melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi.

Selain itu, constitutional adjudication juga berfungsi sebagai
pelindung hak konstitusional warga negara. Peradilan konstitusi
memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar yang
dijamin oleh UUD NRI 1945, seperti hak atas kebebasan berpendapat,
hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan hukum yang setara.
Pasal 28A hingga 28] UUD NRI 1945 mengatur hak-hak asasi manusia
yang harus dijaga oleh negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu peraturan
perundang-undangan melanggar hak konstitusional warga negara,
seperti yang dilakukan dalam perkara-perkara yang diajukan oleh
warga negara yang merasa hak-haknya terlanggar oleh peraturan
yang ada.
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Sumber-Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945) merupakan dasar hukum utama yang menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi di Indonesia. UUD NRI
1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menguji undang-undang terhadap konstitusi dan memutuskan
sengketa hasil pemilu (Simamora, 1945). Hal ini tercermin dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan kewenangan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan
perkara terkait konstitusionalitas undang-undang. Selain itu, Pasal
24B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi
memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengawal Kkonstitusi,
menjaga agar setiap kebijakan negara tidak melanggar prinsip-prinsip
yang terkandung dalam UUD NRI 1945.

Sebagai sumber hukum utama, UUD NRI 1945 juga mengatur
prosedur dasar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.
Pasal 24B ayat (1) memberikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi
untuk memutuskan perkara konstitusional dengan cara yang
independen dan tanpa pengaruh dari pihak manapun. UUD NRI 1945
menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi harus bersikap netral dan
tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menguji
peraturan perundang-undangan maupun memutuskan sengketa
konstitusional lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus
menjunjung tinggi prinsip-prinsip independensi dan imparsialitas,
yang menjadilandasan penting dalam sistem hukum acara Mahkamah
Konstitusi.

Hubungan antara UUD NRI 1945 dan sistem hukum acara
Mahkamah Konstitusi sangat erat, karena seluruh kewenangan dan
prosedur Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan yang ada
dalam konstitusi. Prosedur yang diatur dalam UUD NRI 1945
memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana Mahkamah
Konstitusi menjalankan fungsinya untuk mengawal konstitusi dan
memastikan keadilan. Dalam hal ini, setiap perubahan atau
amandemen terhadap UUD NRI 1945 dapat memengaruhi sistem
peradilan Kkonstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah
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Konstitusi tidak hanya berfungsi untuk menguji undang-undang,
tetapi juga untuk menafsirkan dan mengembangkan norma-norma
yang terkandung dalam konstitusi sesuai dengan kebutuhan zaman,
demi menjaga kestabilan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK) adalah undang-undang yang mengatur tata cara
dan prosedur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya,
terutama dalam mengadili sengketa konstitusi. UU ini memberikan
dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam menguji undang-undang, peraturan pemerintah, dan
keputusan-keputusan negara lainnya yang dianggap bertentangan
dengan UUD NRI 1945. Dalam UU ini, Mahkamah Konstitusi diberi
kewenangan untuk memeriksa, menguji, dan memutuskan perkara
yang berkaitan dengan konstitusionalitas undang-undang serta
masalah hukum lainnya yang berhubungan dengan hak konstitusional
warga negara. Dengan demikian, UU MK menjadi landasan penting
bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya untuk
menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan konstitusional.

Selain mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, UU No. 24
Tahun 2003 juga mengatur prosedur pengajuan perkara
konstitusional. Prosedur ini mencakup syarat administratif dan
substantif yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan perkara,
baik itu individu, lembaga negara, atau kelompok masyarakat. UU MK
mengatur dengan rinci bagaimana perkara harus didaftarkan,
pemeriksaan yang dilakukan, dan bagaimana putusan yang dihasilkan
disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, Pasal 2 UU
No. 24 Tahun 2003 mengatur siapa saja yang dapat mengajukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu mereka yang
merasa hak-haknya terganggu oleh suatu undang-undang atau
kebijakan negara yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Prosedur
yang diatur dalam UU ini menjamin bahwa proses peradilan dapat
berjalan dengan terstruktur dan adil.

Hubungan antara UU Mahkamah Konstitusi dengan peraturan
pelaksana lainnya sangat erat, karena peraturan pelaksana berfungsi
untuk memperjelas dan memperinci ketentuan yang ada dalam UU
tersebut. Peraturan-peraturan pelaksana ini mencakup berbagai
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Pendahuluan
Mahkamah Konstitusi (MK) menempati posisi sentral dalam
arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945
sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) dan pengawal
prinsip negara hukum demokratis. Hakim konstitusi menjadi aktor
kunci karena kewenangan pengujian undang-undang, penyelesaian
sengketa kewenangan antarlembaga negara, perselisihan hasil
pemilu, pembubaran partai politik, dan kewajiban memutus pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pemakzulan Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Selain kewenangan dan kewajiban yang
dimiliki, MK juga menentukan arah penafsiran final terhadap norma
konstitusi. Kenegarawanan, dalam hal kedudukan para hakim
konstitusi, bukan sekadar tuntutan etik belaka, menjadi syarat
fundamental dan struktural bagi keberlangsungan demokrasi
konstitusional dan kepercayaan publik (Rezah dan Sapada 2023).
Model persidangan MK, di sisi lain, berbeda secara mendasar dari
peradilan umum. Konteks tersebut berorientasi pada pengujian
norma dan perlindungan hak konstitusional warga negara, bukan
sekadar penyelesaian sengketa biasa. Hukum acara MK memiliki
karakteristik khusus untuk tiap kewenangan, misalnya batas waktu
ketat dalam perkara sengketa hasil pemilu serta pembedaan antara
pengujian formil dan materiil dalam pengujian undang-undang
(judicial review). Dengan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini
menghadirkan kedudukan Hakim Konstitusi dan model persidangan
MK, sekaligus mengajukan argumentasi bahwa penguatan desain
kelembagaan dan tata cara persidangan merupakan prasyarat
menjaga marwah MK sebagai guardian of the constitution yang
responsif, transparan, dan berkeadilan (Syamsuddin, Karmila, dan
Istiadi 2024).

Landasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Salah satu tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan pasca-
reformasi, lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia (MKRI), secara
resmi terlukis melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada tahun 2001
(Abdul Mukthie 2006). Landasan konstitusional utama keberadaan
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MKRI secara tegas terukir dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, termasuk salah satu kekuasaan kehakiman di samping
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan badan peradilan
yang berada di bawahnya. Fondasi hukum yang ada, menempatkan
MKRI sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka
guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan
keadilan (Asshiddigie 2006b).

Kehadiran landasan konstitusional ini menandai pergeseran
paradigma ketatanegaraan Indonesia dari supremasi parlemen dengan
kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR-RI) sebagai lembaga tertinggi negara menuju supremasi
konstitusi (constitutional supremacy). Telah tergambar adanya sebuah
lembaga yudikatif baru di Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945,
dengan tinta khusus yang didesain untuk mengawal konstitusi,
memastikan terwujudnya sistem saling mengawasi dan mengimbangi
(checks and balances) antarlembaga negara, serta menjamin bahwa
hak-hak Kkonstitusional warga negara terlindungi dari potensi
penyalahgunaan kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Aturan
terinci kewenangan dan kewajiban institusional MKRI kemudian
disandarkan pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 (Gaffar 2009).

1. Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan

Secara eksplisit melalui Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, penegasan
kedudukan MKRI diatur sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman, selain MARI. Dalam kacamata kelembagaan, MKRI
dirancang sebagai lembaga yudisial yang independen untuk
menjalankan kewenangan untuk beberapa hal, yakni pengujian
undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu dan pilkada,
memutus pembubaran partai politik, dan dengan kewajiban
memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden (Zainal Abidin 2023).

Literatur tentang kedudukan MKRI menegaskan bahwa secara
konsepsional lembaga ini merupakan “mahkamah konstitusi
murni” yang memusatkan kewenangan pengujian
konstitusionalitas di satu lembaga tersendiri, berbeda dari model
pengujian terdesentralisasi oleh peradilan umum. Desain ini
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Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan
prinsip konstitusionalitas undang-undang (constitutionality of law),
yang menjamin bahwa setiap produk legislasi tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini secara mutatis
mutandis melahirkan kewenangan lain yang inheren, yaitu
kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Meskipun tidak selalu
diatur secara eksplisit, kewenangan penafsiran konstitusi harus
dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan
constitutional review. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi kerap
diposisikan sebagai the guardian of the constitution and the sole
interpreter of the constitution, yakni sebagai penjaga sekaligus
penafsir konstitusi (sebagaimana dikemukakan oleh Feri Amsari).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Abdul Latif menegaskan
bahwa pengujian konstitusionalitas undang-undang tidak mungkin
dilakukan tanpa adanya kewenangan untuk menafsirkan norma-
norma Konstitusi. Hal ini disebabkan karena perwujudan keadilan
konstitusional akan sulit dicapai apabila setiap cabang kekuasaan
diberi kebebasan untuk menafsirkan konstitusi berdasarkan
interpretasi masing-masing, yang justru berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum.

Kewenangan menafsirkan konstitusi pada dasarnya juga lahir
dari proses penafsiran itu sendiri. Sebagai contoh, Pasal 24C UUD
1945 hanya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang
menguji undang-undang terhadap UUD, tanpa secara tegas
memberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Namun
demikian, dalam praktik, penilaian terhadap pertentangan norma
tidak mungkin dilakukan tanpa terlebih dahulu menafsirkan
konstitusi sebagai parameter pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah
Konstitusi berfungsi sebagai the legitimate interpreter of the
constitution. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang
menyatakan bahwa fungsi hakim mencakup dua hal utama, yaitu
menemukan fakta hukum serta menafsirkan kehendak pembentuk
undang-undang dalam penerapannya.

Lebih lanjut, Rosjidi Ranggawidjaja dengan mengutip pandangan
Kleintjes menyatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang
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mencakup aktivitas menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-
undangan, baik yang diuji maupun yang dijadikan sebagai batu uji.
Dalam proses tersebut, ketika suatu norma dinyatakan sesuai atau
bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka secara implisit
telah dilakukan penafsiran terhadap norma yang menjadi parameter
pengujian. Dengan demikian, kegiatan pengujian materiil pada
dasarnya merupakan proses menemukan dan menjelaskan makna
norma hukum (process of discovering and expounding the meaning of
the articles of laws and the constitution). Oleh karena itu, kewenangan
menguji undang-undang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan
menafsirkan konstitusi.

Namun demikian, Ni'matul Huda mempertanyakan legitimasi
Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penafsir konstitusi, serta
batasan sejauh mana kewenangan tersebut dapat dijalankan.
Ketidakjelasan batas ini menunjukkan perlunya rambu-rambu yang
tegas agar penafsiran konstitusi tidak berkembang secara bebas tanpa
kendali.

Berdasarkan analisis, praktik pengujian undang-undang baik
secara teoritis maupun empiris masih menyisakan berbagai
persoalan, khususnya terkait dengan penafsiran hukum. Dalam
sejumlah putusan, Mahkamah Konstitusi memang mampu melahirkan
terobosan hukum yang progresif. Akan tetapi, di sisi lain, tidak jarang
pula putusan tersebut dinilai sebagai bentuk “terabas hukum” yang
berpotensi melemahkan konsistensi sistem hukum. Selain itu,
perbedaan latar belakang dan pendekatan para hakim konstitusi turut
memengaruhi hasil penafsiran, sehingga dalam beberapa kasus yang
serupa dapat ditemukan perbedaan bahkan pertentangan penafsiran.
Kondisi ini menunjukkan adanya problematika dalam praktik
penafsiran konstitusi yang perlu dikaji secara mendalam guna
menciptakan kepastian dan konsistensi hukum (Lailam, 1945).

Penafsiran konstitusi (constitutional interpretation) merupakan
proses pemberian makna terhadap ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, penafsiran konstitusi
menjadi inti dari proses pengujian konstitusionalitas undang-undang,
karena hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara
tidak hanya dituntut memahami norma undang-undang yang diuji,
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Ontologi Hermeneutika: Dari Penafsiran Literal ke
Penafsiran Makna

Konstitusi adalah "dokumen hidup" (living constitution). Jika teks
konstitusi bersifat statis namun masyarakat bersifat dinamis, apakah
hermeneutika merupakan alat untuk "memperbarui” konstitusi tanpa
melalui prosedur amandemen formal? Pertanyaan ini menyentuh
jantung debat antara konstitusi sebagai teks statis dan masyarakat
yang terus berubah. Riset menunjukkan bahwa banyak sistem
konstitusional memakai interpretasi hermeneutik dan konsep living
constitution untuk menyesuaikan makna konstitusi tanpa selalu
mengubah teksnya.

Di Indonesia, gagasan living constitution dipakai untuk
“mendinamiskan” UUD 1945 ketika amandemen formal sulit secara
politik dan prosedural. Caranya: menggeser metode penafsiran
Mahkamah Konstitusi dari originalism ke living constitution dan
memakai konvensi konstitusional sebagai sumber perubahan non-
formal (Fauzani et al., 2020; Jurdi & Yani, 2023; Hendrianto, 2023).
Hermeneutika hukum memungkinkan teks undang-undang yang telah
disahkan tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang
tanpa mengubah bunyi normanya (Arman & Aziz, 2025). Secara teori,
hermeneutika konstitusional dipahami sebagai seni mencari ide
regulatif yang konstruktif dan sesuai dengan nilai-nilai negara hukum
demokratis (Danilyuk, 2024; Leyh, 1988; Schweber, 2024; Schweber,
2020).

Tabel 9.1: Perbandingan Singkat Cara Mengubah Konstitusi

Bentuk perubahan Cara kerja Hubun%:lr(lsdengan
Amandemen formal Ubah teks tertulis Teks baru
Perubahan non-formal | Penafsiran  yudisial, | Ubah makna tanpa
/ informal legislatif, konvensi ubah teks
Transformasi Perubahan makna }}/Ienaptak.an )
o konstitusi hidup/
konstitusional yang sangat mendasar paralel”

Sumber: Fauzani et al., 2020; Rasch, 2006; Passchier, 2017; Shustrov, 2021;
Pozas-Loyo et al., 2022; Drindczi et al.,, 2019; Jurdi & Yani, 2023; Hendrianto,
2023; Besso, 2005; Dixon, 2009; Oira, 2023; Shustrov, 2021
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Banyak karya menyebut penafsiran yudisial yang bersifat kreatif
sebagai "informal constitutional change" atau bahkan "constitutional
revolution,” karena dapat mengubah secara fundamental tatanan
konstitusional tanpa prosedur amandemen (Passchier, 2017; Oira,
2023; Shustrov, 2021; Pozas-Loyo et al., 2022; Drindczi et al.,, 2019;
Hendrianto, 2023; Besso, 2005; Dixon, 2009). Namun, hal ini
memunculkan problem legitimasi dan batas, sehingga disarankan
dibatasi pada hal-hal yang tidak menyentuh struktur dasar, HAM, dan
pembatasan kekuasaan (Shustrov, 2021; Jurdi & Yani, 2023).

Beberapa penulis menilai perubahan makna melalui metode
informal pada dasarnya “inkonstitusional” secara prosedural, tetapi
bisa menjadi “valid” secara praktis jika diterima para pelaku dan
lembaga konstitusional (Shustrov, 2021). Legitimasi perubahan non-
formal diukur dari kewenangan prosedural (siapa yang menafsirkan)
dan substansi (apakah melindungi HAM dan tidak mengubah
keseluruhan makna konstitusi) (Jurdi & Yani, 2023). Ada risiko
muncul “konstitusi hidup paralel” dan erosi supremasi teks jika
penafsiran menggantikan amandemen secara rutin (Shustrov, 2021;
Jurdi & Yani, 2023; Weis, 2014; Crawford, 2025). Hermeneutika
memang berfungsi sebagai alat untuk “memperbarui makna”
konstitusi tanpa mengubah teks melalui living constitution,
interpretasi yudisial, dan konvensi. Namun, riset menekankan bahwa
ini adalah bentuk perubahan nonformal yang harus dibatasi dan
dipertanggungjawabkan secara prosedural dan substantif, bukan
pengganti penuh prosedur amandemen formal.

Dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK), penafsiran
(hermeneutika) hampir selalu berujung pada perluasan atau
pendalaman makna norma. Karena putusan MK final dan mengikat
serta sering mengisi kekosongan hukum, batas antara menemukan
makna dan menciptakan norma baru menjadi sangat tipis dan sering
diperdebatkan.

Hakim tidak lagi sekadar “corong undang-undang,” tetapi juga
pembaru hukum melalui penemuan hukum (rechtsvinding) dengan
berbagai metode interpretasi, termasuk konstitusional (Sudaryanto,
2012; Sujono, 2022; Hidayat, 2013; Ali et al., 2019). Penemuan hukum
oleh hakim MK dipahami sebagai upaya menjawab “bagaimana MK
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Persyaratan Administratif dalam Pengajuan Permohonan
Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi memerlukan
pemenuhan sejumlah persyaratan administratif yang ketat. Sebelum
mengajukan permohonan, pemohon harus memastikan bahwa
dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (Sapanah, Mufidah, Fauziyyah, Faridah, & Busroni,
2025). Salah satu dokumen utama yang harus diserahkan adalah
salinan keputusan yang bersangkutan, seperti undang-undang atau
peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selain
itu, pemohon juga wajib menyertakan bukti-bukti pendukung yang
relevan untuk memperkuat klaim yang diajukan. Prosedur ini penting
untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menerima
permohonan yang memenuhi kriteria dan memenuhi syarat formal
yang telah ditetapkan.

Selain dokumen utama, formulir permohonan yang sesuai dengan
format yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi juga harus
disertakan. Formulir permohonan ini berisi informasi penting terkait
identitas pemohon, dasar hukum yang mendasari permohonan, serta
uraian perkara yang akan diajukan (Asshiddiqqie, 2006). Pemohon
diharuskan untuk mengisi formulir tersebut dengan jelas dan lengkap
agar Mahkamah Konstitusi dapat memproses permohonan dengan
tepat. Formulir yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dapat menyebabkan penolakan permohonan pada tahap
awal. Oleh karena itu, pemohon harus memperhatikan dengan
seksama setiap detail yang diminta dalam formulir tersebut agar
permohonan mereka dapat diproses lebih lanjut.

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup
lembaga negara atau kelompok masyarakat yang memiliki
kepentingan hukum terkait (Diya Ul Akmal, 2022). Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa
konstitusional yang diajukan oleh pihak yang merasa hak-haknya
dilanggar. Dalam praktiknya, permohonan dapat diajukan oleh
individu yang merasa dirugikan oleh undang-undang atau kebijakan
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negara, lembaga negara yang merasa suatu undang-undang
bertentangan dengan konstitusi, atau kelompok masyarakat yang hak
konstitusionalnya dipengaruhi oleh suatu peraturan. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa akses ke Mahkamah Konstitusi terbuka lebar
bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah.

Proses pendaftaran permohonan dilakukan dengan mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi, dan ini
dilakukan melalui sistem yang telah disediakan. Mahkamah Konstitusi
menyediakan sistem pendaftaran permohonan yang memudahkan
para pemohon untuk mengajukan perkara mereka (Azizah, Soviatun,
Yunita, Rosida, & Chandra, 2023). Pendaftaran ini umumnya
dilakukan secara elektronik, sesuai dengan perkembangan teknologi
yang mempermudah akses. Namun, Mahkamah Konstitusi juga
menerima permohonan secara langsung dalam bentuk fisik untuk
beberapa jenis perkara tertentu. Pemohon harus memastikan bahwa
semua dokumen dan formulir telah disertakan dengan benar agar
proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lancar.

Terkait dengan biaya, pengajuan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi tidak dikenakan biaya administrasi, yang berbeda dengan
beberapa pengadilan lain. Hal ini sesuai dengan prinsip aksesibilitas
peradilan bagi seluruh warga negara tanpa adanya pembatasan biaya
yang menghalangi pemohon (Mulyadi et al, 2024). Meskipun
demikian, pemohon tetap harus menanggung biaya terkait dengan
pengumpulan bukti-bukti yang relevan dan biaya transportasi atau
pengacara yang mungkin mereka perlukan untuk mendampingi
proses pengajuan permohonan. Hal ini memastikan bahwa meskipun
tidak ada biaya administrasi, pemohon tetap dapat memperoleh
layanan hukum yang optimal.

Setelah pendaftaran permohonan dilakukan, Mahkamah
Konstitusi akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan
memastikan bahwa permohonan yang diajukan memenuhi
persyaratan administratif. Jika permohonan dinyatakan lengkap dan
sah, Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan
lebih lanjut, termasuk penjadwalan persidangan (Sapanah et al,
2025). Sebaliknya, jika terdapat kekurangan dalam dokumen atau
persyaratan administratif lainnya, Mahkamah Konstitusi berhak
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Pendahuluan

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan
mekanisme utama untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi
sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi dan hak-hak
konstitusional warga negara (Asshiddigie 2005). Dalam konteks
negara hukum demokratis, mekanisme ini menjadi instrumen koreksi
(constitutional check) terhadap kekuasaan pembentuk undang-
undang yang secara politik amat kuat, tetapi secara konstitusional
dibatasi oleh UUD (Chalid dan Yaqin 2019).

Diskursus mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi selama
ini cenderung berpusat pada persoalan kewenangan, legal standing,
tata cara persidangan, dan daya ikat putusan. Pendekatan demikian
memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan transformasi
praktik pengujian undang-undang yang berkembang dalam dua
dekade terakhir. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak lagi
sekadar memeriksa konsistensi normatif antara undang-undang dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
formal, melainkan juga melakukan penilaian berbasis argumentasi
prinsipil, pembuktian kerugian konstitusional, penggunaan uji
proporsionalitas, serta desain constitutional remedies yang semakin
kompleks (Butt 2015).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara
pengujian undang-undang mengalami pergeseran paradigmatik.
Apabila sebelumnya proses pengujian dipahami dalam kerangka
formalistik sebagai mekanisme penerapan prosedur berperkara, kini
hukum acara berkembang menjadi medium bagi proses constitutional
reasoning yang menjadikan pembuktian sebagai bagian inheren dari
adjudikasi konstitusional (Sweet 2000). Dalam Kkonteks ini,
pembuktian tidak hanya dimaknai sebagai verifikasi fakta, melainkan
sebagai proses menilai argumentasi, menguji rasionalitas justifikasi,
dan menimbang dampak konstitusional suatu norma.

Secara teoritik, perubahan ini tidak dapat dijelaskan hanya
melalui paradigma negative legislator ala Hans Kelsen. Dalam praktik
Indonesia, Mahkamah Konstitusi justru menunjukkan karakter yang
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lebih dekat dengan positive constitutional actor, yakni lembaga yang
tidak hanya membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga
membangun standar Kkonstitusional baru melalui interpretasi,
balancing, dan remedinya (Law 2004). Dalam titik inilah gagasan
constitutional evidentiary reasoning (CER) menjadi relevan sebagai
kerangka teoritik untuk menjelaskan perkembangan hukum acara
pengujian undang-undang di Indonesia.

Bahwa perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi
Indonesia menunjukkan pergeseran dari model fact-based
constitutional review menuju model reasoning-based constitutional
adjudication, yang dapat dipahami melalui konstruksi CER sebagai
model pembuktian konstitusional yang menempatkan argumentasi
prinsip, analisis dampak hak, dan desain pemulihan konstitusional
sebagai struktur evidensial.

Landasan Konstitusional dan Yuridis

Secara konstitusional, kewenangan MK untuk melakukan pengujian
undang-undang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sedangkan
pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
mengenai tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang.
PMK yang saat ini menjadi rujukan utama adalah Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang memperbarui dan
menyempurnakan pengaturan sebelumnya, termasuk PMK No.9
Tahun 2020 (Siahaan 2022).

Dari perspektif teori konstitusi, MK berperan sebagai negative
legislator, yaitu lembaga yang dapat membatalkan atau menyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu norma undang-
undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi tidak membentuk
norma baru sebagaimana pembentuk undang-undang (legislator
positif) (Asshiddigie 2005). Namun, dalam praktiknya, beberapa
putusan MK yang bersifat conditionally constitutional atau
conditionally unconstitutional menunjukkan bahwa garis antara
negative dan positive legislators menjadi semakin dinamis (Faiz 2016).
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Hakikat dan Karakter Hukum Acara SKLN

Hakikat hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
berakar pada kebutuhan fundamental untuk menjaga keseimbangan
relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang berbasis
konstitusi. Hukum acara SKLN tidak sekadar dipahami sebagai
seperangkat aturan teknis beracara di Mahkamah Konstitusi,
melainkan  sebagai  instrumen normatif yang  berfungsi
mengartikulasikan, menguji, dan menegaskan batas-batas
kewenangan antar lembaga negara. Konsep ini menempatkan hukum
acara SKLN dalam posisi strategis sebagai jembatan antara norma
konstitusi yang bersifat abstrak dengan praktik ketatanegaraan yang
konkret dan dinamis (Asshiddiqie, 2015).

Karakter utama hukum acara SKLN terletak pada sifatnya
yang konstitusional dan institusional. Konstitusionalitas tampak dari
objek sengketa yang selalu berkaitan dengan kewenangan yang
bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dimensi institusional tercermin dari subjek sengketa
yang terbatas pada lembaga negara sebagai pemegang kewenangan
publik. Kombinasi kedua aspek ini menjadikan hukum acara SKLN
berbeda secara fundamental dari hukum acara perdata maupun
hukum acara tata usaha negara, karena fokusnya bukan pada
perlindungan hak individual, melainkan pada penataan relasi
kekuasaan dalam struktur negara (Huda, 2017).

Karakter lain yang menonjol adalah sifatnya yang sui generis.
Hukum acara SKLN berkembang melalui praktik peradilan Mahkamah
Konstitusi yang bersifat adaptif terhadap kebutuhan konstitusional.
Kodifikasi yang tidak sepenuhnya rigid memberikan ruang bagi
Mahkamah untuk mengembangkan prosedur yang responsif terhadap
kompleksitas sengketa kewenangan. Fleksibilitas ini tidak berarti
tanpa batas, karena tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip
dasar peradilan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan
substantif (Eddyono, 2019). Dimensi penting lainnya adalah
keberadaan hukum acara SKLN sebagai mekanisme constitutional
control. Proses beracara tidak hanya berfungsi menyelesaikan
sengketa, tetapi juga menjadi sarana pengendalian terhadap potensi
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penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara. Mahkamah
Konstitusi dalam hal ini menjalankan fungsi sebagai the guardian of
the constitution sekaligus the final interpreter of the constitution, yang
memastikan bahwa setiap tindakan lembaga negara tetap berada
dalam koridor konstitusional. Peran ini menegaskan bahwa hukum
acara SKLN memiliki fungsi preventif dan korektif dalam menjaga
stabilitas sistem ketatanegaraan (Triningsih & Mardiya, 2017).

Karakter epistemologis hukum acara SKLN juga patut
diperhatikan. Proses beracara tidak semata-mata berorientasi pada
pembuktian fakta, tetapi juga pada penafsiran norma konstitusi yang
bersifat abstrak dan terbuka. Hakim konstitusi dituntut untuk
mengintegrasikan berbagai metode penafsiran, seperti interpretasi
tekstual, sistematis, historis, dan teleologis. Pendekatan ini
menjadikan hukum acara SKLN sebagai ruang dialektika
konstitusional, di mana argumentasi hukum dan teori ketatanegaraan
bertemu untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya
menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan arah bagi
perkembangan hukum konstitusi (Simamora, 2016). Aspek lain yang
tidak kalah penting adalah sifat final dan mengikat dari putusan yang
dihasilkan melalui hukum acara SKLN. Finalitas ini mencerminkan
otoritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi
yang putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan.
Implikasi dari karakter ini adalah bahwa setiap putusan SKLN
memiliki kekuatan normatif yang signifikan dalam menata hubungan
antar lembaga negara. Putusan tersebut tidak hanya bersifat
deklaratif, tetapi juga berpotensi menciptakan norma baru melalui
penafsiran konstitusi (judge-made constitutional norms) (Puspitasari,
2016).

Hukum acara SKLN juga menunjukkan karakter selektif melalui
penerapan standar legal standing yang ketat. Selektivitas ini bertujuan
untuk memastikan bahwa hanya sengketa yang benar-benar memiliki
dimensi konstitusional yang dapat diperiksa oleh Mahkamah
Konstitusi. Praktik ini sekaligus mencegah terjadinya inflasi perkara
konstitusional yang dapat mengaburkan fungsi utama Mahkamah.
Dominannya putusan tidak dapat diterima dalam perkara SKLN
menjadi indikator bahwa Mahkamah menjaga batas kewenangannya
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Pengantar

Partai politik tidak dapat dipisahkan dari negara yang menerapkan
prinsip demokrasi. Salah satu karakteristik negara demokratis adalah
adanya pemilihan umum sebagai sarana untuk menentukan
pemimpin. Para kandidat yang mengikuti pemilihan umum tersebut
umumnya diajukan oleh partai politik. Partai Politik menurut Miriam
Budiarjo ialah Sekelompok individu yang tersusun secara sistematis,
di mana para anggotanya memiliki kesamaan pandangan, nilai, dan
tujuan, serta berupaya mendapatkan kekuasaan secara politiksdan
menduduki jabatan pemerintahan dengan alat yang sah sesuai dengan
konstitusi (Budiarjo, 2008).

Pembentukan partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah melalui
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tujuan pembentukan partai
politik antara lain untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi
yang berlandaskan Pancasila, meningkatkan partisipasi politik
masyarakat, memperjuangkan tujuan partai politik, serta membangun
etika dan budaya politik di tengah masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa salah satu fungsi
partai politik adalah sebagai sarana untuk menyerap, menghimpun,
dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat yang kemudian menjadi
bahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan negara. Dengan
demikian, keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi memiliki
peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, karena berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan
aspirasi rakyat.

Keberadaan partai politik pada dasarnya merupakan manifestasi
dari hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Namun,
hak dan kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena dapat
dibatasi melalui ketentuan tertentu, termasuk kemungkinan
dilakukannya pembubaran partai politik. Dalam perspektif hak asasi
manusia, kebebasan berserikat dapat dikenai pembatasan sepanjang
hal itu diperlukan dalam masyarakat demokratis, misalnya untuk

Rizki Amaliah

303



Hukum Acara Pembubaran Partai Politik

menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum, mencegah
terjadinya kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta
menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain.
(Konstitusi, 2010).

Mengenai konsep kebebasan berpendapat, ada konstitusi yakni
Pasal 28E. Namun, berbicara mengenai kebebasan, agar tidak
terjadinya kebebasan yang tidak terbatas, haruslah dibatasi oleh
kebebasan itu sendiri. Bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan
dalam negara demokratis. Menurut Issacharoff, pembatasan dapat
diberlakukan terhadap kelompok-kelompok yang dinilai berpotensi
merusak tatanan demokrasi, mengancam kebebasan, serta merugikan
kepentingan publik secara luas. Dalam konteks tersebut, negara
memiliki legitimasi untuk mengambil tindakan tegas, termasuk
melarang atau membubarkan organisasi termasuk partai politik yang
tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dan kerangka konstitusi.
Lebih jauh, dalam sistem demokrasi, negara tidak hanya memiliki
kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan tetap
terjaganya nilai-nilai demokrasi konstitusional (Konstitusi, 2010).
Hukum Positif secara teknis mengatur Pembubaran Partai Politik ada
dalam PMK No 12 Tahun 2008, yang menjadi sumber hukum dalam
beracara.

Pemohon dan Permohonan

Dalam perkara pembubaran partai politik, pihak yang berwenang
mengajukan permohonan adalah Pemerintah, yang dalam hal ini
dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau Menteri(Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008). Pemberian kewenangan untuk
mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang hanya
dimiliki oleh pemerintah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya
praktik saling menggugat pembubaran antarpartai. Menurut Jimly
Asshiddigqie, jika kewenangan tersebut turut dapat diberikan kepada
pihak lain, termasuk partai politik, maka hal itu akan membuka
peluang bagi partai untuk mengajukan pembubaran terhadap
pesaingnya sendiri. Kondisi semacam ini perlu dicegah karena dalam
sistem demokrasi, partai politik seharusnya berkompetisi secara
sehat. Oleh sebab itu, partai politik tidak sepatutnya diberi posisi
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Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokratis menyelenggarakan pemilihan
umum secara berkala sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dalam setiap
penyelenggaraan pemilu, potensi sengketa atas hasil perolehan suara
antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu selalu
dimungkinkan terjadi (Asshiddigie, 2010). Untuk memberikan
kepastian hukum dan keadilan bagi para peserta pemilu, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945) mengamanatkan pembentukan lembaga peradilan yang
berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu
Mahkamah Konstitusi (MK).

Buku ini disusun sebagai rujukan praktis mengenai tata beracara
dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) di Mahkamah
Konstitusi. Panduan ini mencakup empat jenis perkara, yakni: PHPU
Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Mahkamah
Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2023; PHPU Anggota DPR dan DPRD
berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023; PHPU Anggota DPD
berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2023; serta PHP Gubernur, Bupati,
dan Walikota berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024.

Penambahan PHP Kada dalam panduan ini tidak dapat dilepaskan
dari perkembangan hukum konstitusi yang sangat signifikan, yaitu
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang
memperluas makna Kkonstitusional pemilu dan mempertegas
kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah (Mahkamah Konstitusi, 2022).

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD,
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Pasal 1 angka 1 UU No.
7 Tahun 2017). Dasar hukum penyelenggaraan pemilu adalah Pasal
22E UUD NRI 1945.

Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur,
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah dipilih secara demokratis. Pemisahan konstitusional ini selama
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ini menimbulkan pertanyaan mengenai rezim hukum yang berlaku
bagi pilkada: apakah bagian dari rezim pemilu atau rezim tersendiri.

Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 jo. Pasal
10 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU Nomor 7 Tahun 2020. MK berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1)
menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945; (2) memutus
sengketa kewenangan lembaga negara; (3) memutus pembubaran
partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum (Jimly, 2006). MK juga wajib memberikan putusan atas
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden.

Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding),
berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum,
dan tidak tersedia upaya hukum lanjutan (Faiz, 2016). Karakteristik
inilah yang menjadikan MK sebagai benteng terakhir dalam
penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Perkembangan paling mutakhir dalam ketatanegaraan Indonesia
terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan dua hal yang
mengubah lanskap hukum pemilu dan pilkada secara mendasar
(Mahkamah Konstitusi, 2022).

Pertama, MK menegaskan bahwa makna "pemilu" dalam
konstitusi tidak hanya mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD,
serta Presiden dan Wakil Presiden, melainkan juga mencakup
pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, Pilkada secara
konstitusional merupakan bagian dari rezim pemilu yang dijamin
dalam UUD NRI 1945.

Kedua, berdasarkan perluasan makna pemilu tersebut, MK
menegaskan bahwa MK merupakan badan peradilan yang berwenang
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota. Hal ini memberikan landasan konstitusional yang kokoh
bagi kewenangan MK yang selama ini hanya didasarkan pada undang-
undang biasa.

Implikasi hukum putusan tersebut mencakup: (a) Pilkada secara
konstitusional merupakan bagian dari rezim pemilu berdasarkan UUD
NRI 1945; (b) kewenangan MK atas PHPKada memiliki dasar
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Dasar Konstitusional dan Kualifikasi Pelanggaran Hukum
"Magnum Crimen"

Bab ini membahas impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden
dan/atau Wakil Presiden adalah tantangan intelektual yang besar. Ini
adalah titik di mana hukum dan politik bersinggungan secara ekstrem
sebuah "peradilan politik" yang harus tetap berpijak pada koridor due
process of law. Pembahasan landasan Pasal 7A dan 7B UUD 1945,
tentunya harus membedah ambiguitas istilah "perbuatan tercela" dan
pengkhianatan terhadap negara dalam ranah hukum parlemen. Frasa
“perbuatan tercela” pada Pasal 7A UUD 1945 memang lahir sebagai
norma moral yang sangat umum dan berpotensi multitafsir. Tanpa
pembatasan, ia mudah menjadi alat subjektivitas politik dalam proses
pemakzulan. Literatur mutakhir cenderung mendorong objektifikasi
dan limitasi yudisial, bukan diserahkan sebagai open legal policy
penuh ke parlemen.

Dalam konteks kepala daerabh, frasa ini diakui sebagai vague norm
atau norma samar yang membuka ruang interpretasi subjektif dan
politisasi moral oleh DPRD (Prianto & Michael, 2026). Untuk
Presiden/Wakil Presiden, “perbuatan tercela” di Pasal 7A awalnya
juga kabur dan “tanpa ukuran” sehingga dinilai perlu pembatasan
makna agar ada kepastian hukum bagi DPR, MK, dan publik (Irham &
Mulyati, 2021).

Putusan MK No. 2/PUU-XX/2022 mengubah “perbuatan tercela”
dari norma terbuka menjadi standar lebih limitatif dan objektif,
dengan contoh konkret: judi, mabuk, narkotika, zina, dan pelanggaran
kesusilaan berat lain, yang harus dibuktikan secara sah dan tunduk
prinsip due process of law (Prianto & Michael, 2026). Putusan itu
dinilai sebagai koreksi terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan
legislatif dan penguatan kepastian hukum serta perlindungan hak
politik pejabat terpilih (Prianto & Michael, 2026).

Dalam kajian pidana, “perbuatan tercela” Pasal 7A tidak
disamakan dengan seluruh tindak pidana; delik yang sudah disebut
limitatif (korupsi, penyuapan, tindak pidana berat) berdiri sendiri
(Irham & Mulyati, 2021). Perbuatan tercela Presiden/Wapres
dimaknai sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945 dan Pancasila
sebagai rujukan kaidah hukum dan etika, bukan ruang bebas tafsir
politik semata (Irham & Mulyati, 2021). “Perbuatan tercela” tidak
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ideal dijadikan open legal policy murni bagi parlemen. Praktik dan
doktrin terbaru menunjukkan kebutuhan kuat akan limitasi yudisial:
konkretisasi bentuk perbuatan, standar pembuktian yang jelas, dan
kontrol peradilan (MK/MA) untuk mencegahnya menjadi instrumen
subjektivitas dan kriminalisasi politik.

Standar Bukti Pidana vs. Penilaian Politik: Pelajaran dari
Riset tentang “Standards of Proof”

Bagaimana titik temu standar pembuktian hukum pidana (materiil)
dengan standar penilaian politik dalam proses pra-inkuidisi di DPR?
Pertanyaan ini menyentuh ketegangan klasik: standar pembuktian
yang ketat dalam hukum pidana vs. penilaian yang bersifat politik
(lebih bebas, lebih preventif) dalam forum seperti pra-inkuirisi di
parlemen. Literatur tentang standards of proof dan proses politik
(impeachment, advice and consent) memberi kerangka untuk
“mendamaikan” keduanya, bukan menyamakan. Hukum pidana
memakai standar tinggi “beyond reasonable doubt” untuk
menjatuhkan pidana, guna meminimalkan salah-hukum terhadap
orang tak bersalah (Snigur, 2024; Drozdov etal., 2021; Vapniarchuk et
al.,, 2019; Shataylyuk, 2024).

Standar adalah “ambang keyakinan” yang mengukur apakah bukti
sudah cukup kuat, berbeda dari sekadar kriteria penilaian bukti
(Leontieva, 2024; Vasyliev, 2025; Bespalko & Vapniarchuk, 2022). Di
berbagai yurisdiksi, dikenal spektrum: reasonable suspicion, probable
cause/material possibility, balance of probabilities, clear and
convincing, beyond reasonable doubt; masing-masing terkait jenis
keputusan dan dampak terhadap hak individu (Vasyliev, 2025;
Horodetska, 2021; Vapniarchuk et al., 2019; Shataylyuk, 2024).

Tabel 15.1: Spektrum Standar dalam Berbagai Konteks
Contoh standar

Konteks . . Sifat/tujuan utama
yang dipakai
Putusan pidana Beyond  reasonable | Lindungi terdakwa,
doubt cegah salah-hukum
Langkah awal proses | Reasonable suspicion | Mulai
pidana / sufficient grounds penyelidikan/penahanan
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Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) sejatinya bukanlah sekadar deretan pasal
pajangan, melainkan napas utama yang menghidupkan sebuah negara
hukum (rechtstaat). Di Indonesia, komitmen mulia untuk
menempatkan manusia sebagai jantung perlindungan hukum telah
dipancangkan dengan amat kokoh di dalam Undang-Undang Dasar
1945, terlebih setelah era amandemen yang membuka cakrawala baru
bagi jaminan hak dasar kita (Majda, 2015). Pada pusaran inilah
Mahkamah Konstitusi mengambil tempat di garis depan sebagai sang
penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak warga negara.
Menariknya, meskipun Mahkamah tidak secara formal menyandang
label "pengadilan HAM", rekam jejak putusannya telah berulang kali
menjadi benteng penyelamat yang membebaskan hak-hak dasar kita
dari ancaman undang-undang yang represif atau keliru.

Kita masih sering menyaksikan tragedi di mana seorang warga
negara hak konstitusionalnya terinjak secara nyata, spesifik, dan
individual. Tragisnya, ketika mereka hendak mencari keadilan,
mereka justru terjebak di lorong buntu karena kerangka hukum yang
ada saat ini belum menyediakan saluran pemulihan yang benar-benar
efektif dan langsung menyentuh luka mereka. Membaca kepincangan
realitas tersebut, gagasan untuk menghadirkan mekanisme
constitutional complaint atau pengaduan konstitusional bukan lagi
sekadar wacana akademis yang mewah, melainkan sebuah urgensi
kemanusiaan (Adhani, 2021). Mekanisme ini ibarat oase yang
memberikan sarana bagi warga negara untuk mengetuk pintu
Mahkamah Konstitusi dan mengadu secara langsung saat haknya
dirampas oleh negara.

Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Peradilan

Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (HAM), tidak dapat dipahami
semata-mata sebagai konstruksi teoritis dalam ranah ilmu hukum
(Kurnia, 2014). Lebih dari itu, HAM merupakan hak kodrati yang
bersumber dari martabat kemanusiaan dan diyakini sebagai anugerah
Tuhan yang melekat secara inheren pada setiap individu sejak ia
dilahirkan. Oleh karena sifatnya yang fundamental dan tidak dapat
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dicabut (inalienable), maka keberadaan HAM tidak bergantung pada
pengakuan negara, melainkan justru menempatkan negara sebagai
pihak yang memiliki kewajiban utama untuk menghormati (to
respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak
tersebut (Ilyas and Triadi, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, dalam praktik ketatanegaraan,
komitmen terhadap HAM harus tercermin tidak hanya dalam rumusan
normatif, tetapi juga dalam implementasi yang konsisten dan efektif.
Negara dituntut untuk tidak sekadar menjadi “penonton” atas
pelanggaran yang terjadi, melainkan harus hadir secara aktif sebagai
pelindung utama hak-hak warga negara, sekaligus memastikan
adanya akses keadilan yang memadai bagi setiap individu yang
haknya dilanggar.

Dunia internasional pada dasarnya telah mencapai suatu
konsensus normatif mengenai pentingnya perlindungan Hak Asasi
Manusia melalui berbagai instrumen hukum yang bersifat universal.
Salah satu tonggak utamanya adalah Universal Declaration of Human
Rights, yang menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa kecuali,
memiliki martabat yang melekat serta hak-hak yang setara sejak lahir.
Deklarasi ini bukan sekadar dokumen simbolik, melainkan fondasi
moral dan yuridis yang membentuk arah perkembangan hukum HAM
di berbagai negara (Handayani and Angrayni, 2019), termasuk dalam
merumuskan konstitusi dan kebijakan publik yang lebih berkeadilan.

Namun, kesepakatan global tersebut tidak berhenti pada tataran
prinsip umum. Komunitas internasional juga mengembangkan
instrumen yang lebih operasional dan teknis, seperti International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang secara lebih rinci
mengatur jaminan atas hak-hak sipil dan politik, termasuk hak untuk
mendapatkan proses hukum yang adil (fair trial), perlindungan dari
penahanan sewenang-wenang, hingga jaminan atas kebebasan
berekspresi dan berpendapat (Muhtar, Risnain, dan Zunnuraeni,
2024). Pada momen tersebut kita melihat bahwa HAM tidak lagi
berhenti sebagai idealisme normatif, tetapi telah menjelma menjadi
seperangkat standar hukum yang konkret dan dapat diukur
implementasinya (Subekti, 2014).
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Pendahuluan

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) pada mulanya didesain
sebagai instrumen prosedural untuk menyelesaikan sengketa
ketatanegaraan yang berdimensi konvensional, teritorial, dan fisik.
Sejak awal pendiriannya, teater keadilan di MK lebih banyak diwarnai
oleh perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga negara,
sengketa hasil pemilihan umum, hingga pengujian undang-undang
yang bersinggungan langsung dengan hak-hak sipil dan politik klasik
warga negara (Siahaan, 2012). Namun, seiring dengan pesatnya
transformasi digital, lanskap ketatanegaraan mengalami disrupsi yang
fundamental. Kedaulatan negara dan hak asasi manusia tidak lagi
eksklusif berada di ranah luring (offline), melainkan telah terekspansi
ke dalam ruang siber yang nirbatas (borderless).

Dinamika kontemporer ini melahirkan spektrum baru dalam
diskursus pelanggaran hak konstitusional. Lahirnya tata kelola
algoritma global, komersialisasi mahadata (big data), hingga
pertukaran data lintas batas menempatkan warga negara pada posisi
yang rentan terhadap eksploitasi digital. Hasil penelitian Celeste
mengonfirmasi bahwa ekosistem digital saat ini dikendalikan oleh
konsentrasi kekuasaan privat yang masif, sehingga melahirkan
kebutuhan mendesak akan "konstitusionalisme digital" sebagai
kontra-reaksi normatif untuk membatasi kesewenang-wenangan
raksasa teknologi (Celeste, 2019). Hal ini sejalan dengan temuan Suzor
yang membuktikan bahwa tata kelola platform seringkali beroperasi
layaknya penguasa absolut (private sovereigns) yang desain
algoritmanya luput dari pengawasan prinsip negara hukum (rule of
law), sehingga menciptakan ruang hampa bagi perlindungan hak
pengguna (Suzor, 2018). Akibatnya, jaminan perlindungan diri pribadi
dan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan secara
eksplisit dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) kini berhadapan
langsung dengan kekuatan arsitektur digital. Dalam konteks ini, MK
sebagai the guardian of the constitution dihadapkan pada ujian baru:
mampukah instrumen dan prosedur beracara yang ada saat ini
merespons sengketa Kkonstitusional yang berbasis pada kode
pemrograman, bias algoritma, dan arsitektur data digital ?
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Pergeseran Objek Sengketa Konstitusi Kontemporer
Ekosistem digital kontemporer telah melahirkan entitas kekuasaan
baru yang beroperasi melampaui yurisdiksi teritorial negara secara
tradisional. Platform teknologi raksasa tidak lagi sekadar
berkedudukan sebagai fasilitator komunikasi pasif, melainkan telah
bertransformasi menjadi institusi kuasi-negara (quasi-state entities)
yang memonopoli tata kelola informasi dan data warga negara. Zuboff
melalui kerangka konseptual kapitalisme pengawasan (surveillance
capitalism) memperingatkan bahaya fundamental dari fenomena ini
“korporasi teknologi secara sepihak mengekstraksi pengalaman dan
data pribadi manusia sebagai bahan mentah untuk diprediksi,
dikomodifikasi, dan dimanipulasi secara komersial maupun politis”
(Zuboff, 2019). Jika absolutisme tata kelola platform ini dibiarkan
beroperasi tanpa intervensi pelindungan hukum yang rigid,
kedaulatan rakyat secara perlahan akan tergantikan oleh kedaulatan
korporasi.

Konsekuensi dari kekosongan hukum ini sangat fatal bagi
tegaknya konstitusi. Syarat dan Ketentuan (Terms of Service)
algoritma platform yang seringkali disetujui pengguna secara
terpaksa (take-it-or-leave-it) berpotensi besar menundukkan jaminan
hak asasi manusia di ruang digital. Dominasi ini secara langsung
mengancam hak Kkonstitusional atas pelindungan diri pribadi,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah
kekuasaannya, sebagaimana dijamin secara absolut dalam Pasal 28G
ayat (1) UUDNRI 1945. Tanpa adanya kontrol negara hukum yang
memadai, data warga negara menjadi objek eksploitasi yang rentan
terhadap kebocoran masal, bias diskriminatif, hingga intervensi
algoritmik terhadap kebebasan berpikir dan memilih.

Hegemoni dan absolutisme platform ini dipertahankan serta
dieksekusi melalui arsitektur teknologi yang sangat tertutup, yang
dalam diskursus hukum dan teknologi dikenal dengan metafora
"kotak hitam" (black box). Pasquale mendefinisikan black box society
sebagai suatu kondisi di mana sistem algoritmik beroperasi dengan
opasitas (kegelapan) tingkat tinggi; publik dan aparat penegak hukum
hanya dapat melihat data yang masuk (input) dan keputusan akhir
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Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut UUD NRI Tahun 1945; (3) Peran
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